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KATA PENGANTAR 

 

“Waktu tidak diukur dengan berlalunya tahun 

tetapi dengan apa yang dilakukan, apa yang 

dirasakan, dan apa yang dicapai” 

- Jawaharlal Nehru - 

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta’ala yang telah memberikan 

nikmat dan anugerah-Nya dalam penyusunan Laporan Kinerja Biro Persidangan II Tahun 

2023 sehingga dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Laporan kinerja ini 

disusun sesuai amanat dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Kinerja, Pelaporan 

Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.   

 

Laporan Kinerja Biro Persidangan II menyajikan keberhasilan dari pencapaian sasaran 

dan tujuan Biro Persidangan II selama tahun 2023 sebagai penjabaran visi, misi dan 

strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan sesuai 

dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan. 

 

Besar harapan laporan kinerja ini dapat memberikan manfaat dan sebagai bahan 

evaluasi untuk lebih meningkatkan kinerja yang berorientasi pada hasil, baik berupa 

output maupun outcome di masa mendatang, melalui pelaksanaan program dan 

kegiatan yang optimal. 

 

Terima kasih kepada seluruh jajaran Biro Persidangan II yang telah berkontribusi dalam 

penyusunan laporan kinerja Biro Persidangan II Tahun 2023, dan memberikan kinerja 

terbaiknya selama tahun 2023. Kita berharap akan lebih baik lagi di masa mendatang. 

Salam Transformasi Digital. 

 

Jakarta, Januari 2024 

 

Djustiawan Widjaya 
 

 

Kepala Biro Persidangan II 



 

ii 
 

 

DAFTAR ISI 

Kata Pengantar …………………………………………………………………………. i 

Daftar Isi …………………………………………………………………………………. ii 

Executive Summary …………………………………………………………………… iii 

Tim Penyusun Laporan Kinerja ……………………………………………………... iv 

Bab I Pendahuluan  1 

A. Gambaran Umum ……………………………………………………………….. 1 

B. Dasar Hukum ……………………………………………………………………. 2 

C. Tugas dan Fungsi ……………………………………………………………….. 2 

D.  Struktur Organisasi …………………………………………………………….. 3 

E. Sumber Daya Manusia …………………………………………………………. 6 

F. Potensi dan Tantangan …………………………………………………………. 11 

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja 12 

A. Rencana Strategis ………………………………………………………………. 12 

B. Perjanjian Kinerja ………………………………………………………………... 15 

C. Alokasi Anggaran ………………………………………………………………... 16 

Bab III Akuntabilitas Kinerja 16 

A. Capaian Kinerja ………………………………………………………………….. 18 

B. Realisasi Anggaran ……………………………………………………………… 23 

Bab IV Penutup 25 

A. Kesimpulan ………………………………………………………………………. 25 

B. Saran ……………………………………………………………………………... 25 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

iii 
 

 

EXECUTIVE SUMMARY 

 

Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia adalah aparatur 

pemerintah yang di dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan 

bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat. Setjen DPR RI 

memiliki tugas untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI di 

bidang persidangan, administrasi, dan keahlian. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam 

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal DPR RI, sebagaimana 

terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2023. Berdasarkan Perpres 

dimaksud, Sekretaris Jenderal merupakan koordinator, pembina, dan pengambil kebijakan 

dalam lingkungan Setjen DPR RI, yang dalam tugasnya dibantu oleh deputi yang masing-

masing dari deputi membawahi biro-biro. Biro Persidangan II yang berada di bawah Deputi 

Persidangan mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan persidangan kepada badan, 

mahkamah, dan panitia DPR RI sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 

6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI, sebagaimana 

terakhir diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 12 Tahun 2023. 

 

Keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi merupakan keberhasilan dan kegagalan 

unit kerja yang berada di bawah naungannya. Laporan kinerja menyajikan pencapaian 

sasaran dan tujuan dari organisasi tersebut dalam menjalankan program dan kebijakan yang 

telah ditetapkan. Biro Persidangan II telah menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 

2023 yang menyajikan gambaran kinerja tahun 2023 dari seluruh unit kerja di lingkungan Biro 

Persidangan II, termasuk evaluasi dan analisis dari pencapaian sasaran program dan kegiatan 

yang telah ditetapkan dan dilaksanakan selama tahun 2023. Sebagaimana yang tertuang 

dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, Biro Persidangan II memiliki 1 (satu) sasaran program 

yaitu “Meningkatnya Kualitas Dukungan Persidangan Badan, Mahkamah, dan Panitia 

Khusus”. Berdasarkan sasaran program tersebut, ditetapkan 3 (tiga) indikator kinerja yaitu (1) 

Persentase skenario, administrasi pengaduan, laporan singkat persidangan dan dukungan 

rapat Badan, Mahkamah, dan Panitia Khusus yang dimanfaatkan Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia; (2) Indeks kepuasan anggota DPR RI atas layanan Biro Persidangan II; 

(3) Persentase realisasi anggaran Biro Persidangan II. 

 

Target capaian dari masing-masing indikator kinerja telah tertuang dalam Perjanjian 

Kinerja Tahun 2023. Indikator persentase skenario, administrasi pengaduan, laporan singkat 

persidangan dan dukungan rapat Badan, Mahkamah, dan Panitia Khusus yang dimanfaatkan 

DPR RI memiliki target sebesar 100% dan telah berhasil mandapatkan capaian 100%. 

Indikator kedua, yaitu Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Biro Persidangan II 

memiliki target sebesar 3,33 dan telah berhasil mendapatkan capaian 3,767 atau sebesar 

94,184. Indikator ketiga yaitu Persentase Realisasi Anggaran Biro Persidangan II, dengan 

capaian realisasi anggaran Satker Dewan sebesar 99,27% dan capaian realisasi anggaran 

Satker Setjen sebesar 99,88%. Kedua realisasi dari masing-masing satker telah berhasil 

melebihi target awal sebagaimana tertera dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sebesar 95%. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. GAMBARAN UMUM 
 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia merupakan lembaga legislatif 

memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan sebagaimana diamanatkan 

dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 20A ayat (1). Dalam melaksanakan 

fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, 

Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak 

menyatakan pendapat, sesuai dengan yang tercantum pada Undang-Undang Dasar 

Tahun 1945 Pasal 20A ayat (2). 

Penetapan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat 

Jenderal DPR RI sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden 

Nomor 16 Tahun 2023, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia (Setjen DPR RI) adalah aparatur pemerintah yang di dalam menjalankan 

tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada 

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Setjen DPR RI memiliki 

tugas untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI di 

bidang persidangan, administrasi, dan keahlian. Sekretaris Jenderal merupakan 

Koordinator, Pembina, dan Pengambil Kebijakan dalam lingkungan Setjen DPR RI. 

Dalam pelaksanaan wewenang dan tugas Setjen DPR RI, Sekretaris Jenderal dibantu 

oleh deputi yang memiliki tugas berbeda, dan masing-masing membawahi biro-biro. 

Salah satu deputi yaitu Deputi Bidang Persidangan, yang membawahi Biro 

Persidangan II. 

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Setjen DPR RI, sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 12 Tahun 2023, Biro Persidangan II 

Setjen DPR RI mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan persidangan kepada 

Badan, Mahkamah, dan Panitia DPR RI. Lebih lanjut, pada Pasal 67 disebutkan 

bahwa Biro Persidangan II Setjen DPR RI terdiri atas Bagian Sekretariat Badan 

Legislasi, Bagian Sekretariat Badan Anggaran, Bagian Sekretariat Badan 

Akuntabilitas Keuangan Negara, Bagian Sekretariat Mahkamah Kehormatan Dewan, 

Bagian Sekretariat Badan Urusan Rumah Tangga, dan Bagian Sekretariat Panitia 

Khusus. 

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Persidangan II Setjen DPR RI, selalu 

mengacu pada berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Perpres Nomor 29 

Tahun 2019 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Inpres Nomor 5 

Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Peraturan Sekretaris 

Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat 

Jenderal DPR RI, sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal 

DPR RI Nomor 12 Tahun 2023, dan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 2 Tahun 

2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyampaian Perjanjian Kinerja dan Pelaporan 

Kinerja di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia. Hal ini bertujuan untuk mendorong terciptanya tata kelola 

pemerintahan yang baik, khususnya di lingkungan Biro Persidangan  II Setjen DPR RI. 

Berdasarkan peraturan perundangan tersebut, setiap instansi pemerintah wajib 
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mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), 

agar dapat mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai 

salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik. 

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Biro Persidangan II Setjen DPR RI merupakan 

bagian dari tanggung jawab untuk mewujudkan lingkungan kerja yang “BerAKHLAK” 

(Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan 

Kolaboratif). “BerAKHLAK” merupakan Core Values Aparatur Sipil Negara (ASN) 

sebagai sari dari nilai- nilai dasar ASN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

2014 dan yang terbaru Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil 

Negara dalam satu kesamaan persepsi yang lebih mudah dipahami dan diterapkan 

oleh seluruh ASN. Laporan Kinerja ini juga merupakan sarana komunikasi Biro 

Persidangan II Setjen DPR RI kepada seluruh stakeholder. Seluruh saran dan kritik 

yang akan disampaikan terkait penyusunan Laporan Kinerja Biro Persidangan II Setjen 

DPR RI, akan menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kerja di masa mendatang. 

 
B. DASAR HUKUM 

 

Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada: 

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat 

Jenderal DPR RI sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden 

Nomor 16 Tahun 2023; 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan 

Kinerja Instansi Pemerintah; 

3. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis 

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan 

Keuangan Instansi Pemerintah (LKjIP); 

4. Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI sebagaimana telah diubah terakhir 

dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 12 Tahun 2023; dan 

5. Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Penyampaian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Sekretariat Jenderal 

DPR RI. 

 
C. TUGAS DAN FUNGSI 

 

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI, sebagaimana telah diubah 

terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 12 Tahun 2023, Biro 

Persidangan II Setjen DPR RI mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan 

persidangan kepada Badan, Mahkamah, dan Panitia Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan tugasnya, Biro Persidangan II Setjen DPR RI 

menyelenggarakan fungsi: 

1. Penyusunan dan evaluasi rencana, program, dan anggaran di lingkungan Biro 

Persidangan II; 

2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang dukungan persidangan; 

3. Pelaksanaan rapat di Badan, Mahkamah, dan Panitia Dewan Perwakilan 

Rakyat                                     Republik Indonesia; 

4. Pelaksanaan administrasi persidangan di Badan, Mahkamah, dan Panitia 
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Dewan  Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; 

5. Penyusunan laporan kinerja Biro Persidangan II; dan 

6. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Deputi Bidang Persidangan. 

 

D. STRUKTUR ORGANISASI 
 

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI, sebagaimana telah diubah 

terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 12 Tahun 2023, struktur organisasi 

Biro Persidangan II berada di bawah Deputi Bidang Persidangan dan terdiri atas: 

1. Kepala Biro Persidangan II; 

2. Kepala Bagian Sekretariat Badan Legislasi, terdiri atas: 

a. Kepala Subbagian Rapat Sekretariat Badan Legislasi; dan 

b. Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretariat Badan Legislasi. 

Bagian Sekretariat Badan Legislasi mempunyai tugas melaksanakan dukungan 

rapat dan tata usaha Badan Legislasi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud, Bagian Sekretariat Badan Legislasi menyelenggarakan fungsi: 

a. Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Sekretariat Badan 
Legislasi; 

b. Penyusunan bahan kegiatan di bidang persidangan; 

c. Pelaksanaan penyiapan bahan dan pelaksanaan dukungan rapat Badan 
Legislasi; 

d. Pelaksanaan dukungan tata usaha Badan Legislasi; dan 

e. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro Persidangan II. 
3. Kepala Bagian Sekretariat Badan Anggaran, terdiri atas: 

a. Kepala Subbagian Rapat Sekretariat Badan Anggaran; dan 

b. Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretariat Badan Anggaran. 

Bagian Sekretariat Badan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan dukungan 

rapat  dan tata usaha Badan Anggaran. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud,                  Bagian Sekretariat Badan Anggaran menyelenggarakan fungsi: 

a. Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Sekretariat Badan 
Anggaran; 

b. Penyusunan bahan kegiatan di bidang persidangan; 

c. Pelaksanaan penyiapan bahan dan pelaksanaan dukungan rapat Badan 
Anggaran; 

d. Pelaksanaan dukungan tata usaha Badan Anggaran; dan 

e. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro Persidangan II. 
4. Kepala Bagian Sekretariat Badan Akuntabilitas Keuangan Negara, terdiri atas: 

a. Kepala Subbagian Rapat Sekretariat Badan Akuntabilitas Keuangan Negara; dan 

b. Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretariat Badan Akuntabilitas Keuangan 
Negara. 

Bagian Sekretariat Badan Akuntabilitas Keuangan Negara mempunyai tugas 

melaksanakan dukungan rapat dan tata usaha Badan Akuntabilitas Keuangan 

Negara.                                Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Sekretariat 

Badan  Akuntabilitas Keuangan Negara menyelenggarakan fungsi: 

a. Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Sekretariat Badan    

Akuntabilitas Keuangan Negara; 

b. Penyusunan bahan kegiatan di bidang persidangan; 
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c. Pelaksanaan penyiapan bahan dan pelaksanaan dukungan rapat Badan  

Akuntabilitas Keuangan Negara; 

d. Pelaksanaan dukungan tata usaha Badan Akuntabilitas Keuangan Negara; dan 
e. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro Persidangan II. 

5. Kepala Bagian Sekretariat Mahkamah Kehormatan Dewan, terdiri atas: 

a. Kepala Subbagian Rapat Sekretariat Mahkamah Kehormatan Dewan; 

b. Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretariat Mahkamah Kehormatan Dewan; dan 

c. Kepala Subbagian Administrasi Perkara Mahkamah Kehormatan Dewan. 

Bagian Sekretariat Mahkamah Kehormatan Dewan mempunyai tugas 

melaksanakan dukungan rapat dan tata usaha Mahkamah Kehormatan Dewan 

serta administrasi perkara di Mahkamah Kehormatan Dewan. Dalam 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Sekretariat Mahkamah 

Kehormatan Dewan menyelenggarakan fungsi: 

a. Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Sekretariat Mahkamah 

Kehormatan Dewan; 

b. Penyusunan bahan kegiatan di bidang persidangan; 

c. Pelaksanaan penyiapan bahan dan pelaksanaan dukungan rapat Mahkamah 

Kehormatan Dewan; 

d. Pelaksanaan dukungan tata usaha Mahkamah Kehormatan Dewan; 

e. Pelaksanaan dukungan administrasi dan penyiapan bahan verifikasi dan 

bahan penyelidikan perkara di Mahkamah Kehormatan Dewan; dan 

f. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro Persidangan II. 
6. Kepala Bagian Sekretariat Badan Urusan Rumah Tangga terdiri atas: 

a. Kepala Subbagian Rapat Sekretariat Badan Urusan Rumah Tangga; dan 

b. Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretariat Badan Urusan Rumah Tangga. 

Bagian Sekretariat Badan Urusan Rumah Tangga mempunyai tugas 

melaksanakan dukungan rapat dan tata usaha Badan Urusan Rumah Tangga. 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Sekretariat Badan 

Urusan Rumah Tangga   menyelenggarakan fungsi: 

a. Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Sekretariat Badan 

Urusan Rumah Tangga; 

b. Penyusunan bahan kegiatan di bidang persidangan; 

c. Pelaksanaan penyiapan bahan dan pelaksanaan dukungan rapat Badan 

Urusan Rumah Tangga; 

d. Pelaksanaan dukungan tata usaha Badan Urusan Rumah Tangga; dan 

e. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro Persidangan II. 
7. Kepala Bagian Sekretariat Panitia Khusus, terdiri atas: 

a. Kepala Subbagian Rapat Sekretariat Panitia Khusus; dan 

b. Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretariat Panitia Khusus. 

Bagian Sekretariat Panitia Khusus mempunyai tugas melaksanakan dukungan 

rapat dan tata usaha Panitia Khusus. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud, Bagian Sekretariat Panitia Khusus menyelenggarakan fungsi: 

a. Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Sekretariat Panitia Khusus; 

b. Penyusunan bahan kegiatan di bidang persidangan; 

c. Pelaksanaan penyiapan bahan dan pelaksanaan dukungan rapat Panitia 
Khusus; 

d. Pelaksanaan dukungan tata usaha Panitia Khusus; dan 

e. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro Persidangan II. 
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Gambar 1. Struktur Organisasi Biro Persidangan II 
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https://portal.dpr.go.id/admin/profil/index/id/widiharto
https://portal.dpr.go.id/admin/profil/index/id/widiharto
https://portal.dpr.go.id/admin/profil/index/id/widiharto
https://portal.dpr.go.id/admin/profil/index/id/widiharto
https://portal.dpr.go.id/admin/profil/index/id/chrysanthi.permatasa
https://portal.dpr.go.id/admin/profil/index/id/chrysanthi.permatasa
https://portal.dpr.go.id/admin/profil/index/id/chrysanthi.permatasa
https://portal.dpr.go.id/admin/profil/index/id/chrysanthi.permatasa
https://portal.dpr.go.id/admin/profil/index/id/chrysanthi.permatasa
https://portal.dpr.go.id/admin/profil/index/id/chrysanthi.permatasa
https://portal.dpr.go.id/admin/profil/index/id/chrysanthi.permatasa
https://portal.dpr.go.id/admin/profil/index/id/chrysanthi.permatasa
https://portal.dpr.go.id/admin/profil/index/id/djustiawan
https://portal.dpr.go.id/admin/profil/index/id/djustiawan
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E. SUMBER DAYA MANUSIA 

 

Biro Persidangan II Setjen DPR RI mempunyai SDM dengan pengalaman kerja yang 

optimal di bidang persidangan. Hal ini sebagaimana terlihat pada Gambar 2, Biro 

Persidangan II Setjen DPR RI didominasi karyawan dengan rentang umur ≥ 51 tahun 

sebanyak 23 orang dan disusul oleh karyawan di rentang umur 41-50 tahun sebanyak 

24 orang. Di urutan terbanyak ketiga yaitu karyawan dengan rentang umur ≤ 30 tahun 

sebanyak 16 orang, dan untuk rentang umur 31-40 tahun sebanyak 9 orang dengan 

rincian: 

Tabel 1. Rincian Komposisi SDM Biro Persidangan II Berdasarkan Umur 
 

Unit 
Rentang Umur (dlm tahun) Total 

≤ 30 31 - 40 41 - 50 ≥ 51 

Biro Persidangan II 5 2 1 1 9 

Bagian Set. Badan Anggaran 3 2 2 5 12 

Bagian Set. Badan Akuntabilitas Keuangan Negara 2 0 3 5 10 

Bagian Set. Badan Legislasi 1 2 4 2 9 

Bagian Set. Badan Urusan Rumah Tangga 1 1 6 2 10 

Bagian Set. Mahkamah Kehormatan Dewan 2 0 3 6 11 

Bagian Set. Panitia Khusus 2 2 5 2 11 

Total 16 9 24 23 72 

 

Gambar 2. Komposisi Biro Persidangan II Berdasarkan Umur 

 

 

Biro Persidangan II Setjen DPR RI didukung oleh kualitas kompetensi SDM 

berdasarkan  tingkat pendidikan Strata 2 (S2) sebanyak 6 orang; Strata 1 (S1) sebanyak 

35 orang; Diploma  III (D3) sebanyak 7 orang; dan SMA sebanyak 24 orang, 

sebagaimana Gambar 3 dengan rincian: 

 

22%

13%

31%

32%

KOMPOSISI SDM BIRO PERSIDANGAN II
BERDASARKAN UMUR

< 30 31-40 41-50 > 51
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Tabel 2. Rincian Komposisi SDM Biro Persidangan II Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Unit 
Tingkat Pendidikan Total 

SMA D3 S1 S2 

Biro Persidangan II 5 2 1 1 9 

Bagian Set. Badan Anggaran 5 1 6 0 12 

Bagian Set. Badan Akuntabilitas Keuangan Negara 3 1 4 2 10 

Bagian Set. Badan Legislasi 2 1 4 2 9 

Bagian Set. Badan Urusan Rumah Tangga 4 0 6 0 10 

Bagian Set. Mahkamah Kehormatan Dewan 2 1 8 0 11 

Bagian Set. Panitia Khusus 3 1 6 1 11 

Total 24 7 35 6 72 

 
Gambar 3. Komposisi Biro Persidangan II Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

 
Kualifikasi golongan kepangkatan SDM Biro Persidangan II Setjen DPR RI yaitu 

golongan IV/d sebanyak 1 orang; golongan IV/c sebanyak 1 orang; golongan IV/b 

sebanyak 3 orang; golongan IV/a sebanyak 4 orang; golongan III/d sebanyak 13 

orang; golongan III/c sebanyak 5 orang; golongan III/b sebanyak 15 orang; golongan 

III/a sebanyak 3 orang; golongan II/d sebanyak 5 orang; golongan II/c sebanyak 6 

orang; dan Tenaga Sistem Pendukung (TSP) sebanyak 16 orang sebagaimana 

Gambar 4, dengan rincian sebagaimana Tabel 3, sebagai berikut: 

Tabel 3. Rincian Komposisi Biro Persidangan II Berdasarkan Golongan 

Unit 
Golongan Total 

IV/d IV/c IV/b IV/a III/d III/c III/b III/a II/d II/c TSP 

Biro Persidangan II 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 5 9 

Bag. Set. Banggar 0 0 0 1 1 1 6 0 0 1 2 12 

Bag. Set. BAKN 0 0 1 1 2 1 2 0 1 0 2 10 

Bag. Set. Baleg 0 0 1 0 2 1 1 1 1 0 2 9 

Bag. Set. BURT 0 0 0 0 2 1 2 1 0 2 2 10 

Bag. Set. MKD 0 1 0 1 4 0 2 1 0 1 1 11 

Bag. Set. Pansus 0 0 1 1 2 1 1 0 1 2 2 11 

Total 1 1 3 4 13 5 15 3 5 6 16 72 

33%

10%

49%

8%

KOMPOSISI SDM BIRO PERSIDANGAN II
BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

SMA D3 S1 S2
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Gambar 4. Komposisi Biro Persidangan II Berdasarkan Golongan 

 
 

 

Identifikasi jabatan pejabat SDM di lingkungan Biro Persidangan II Setjen DPR RI 

terdiri dari Tenaga Sistem Pendukung (TSP) sebanyak 16 orang, jabatan pejabat 

pelaksana sebanyak 36 orang, jabatan pejabat pengawas sebanyak 13 orang, dan 

jabatan pejabat administrator sebanyak 6 orang, serta pejabat tinggi pratama sebanyak 

1 orang sebagaimana Gambar 5 dengan rincian: 

 

Tabel 4. Rincian Komposisi Biro Persidangan II Berdasarkan Kelompok Jabatan 
 

 
Unit 

Jabatan 

Total Pejabat Tinggi 
Pratama  

Pejabat 
Administrator 

Pejabat 

Pengawas 

Pejabat 

Pelaksana 
TSP 

Biro Persidangan II 1 - - 3 5 9 

Bag. Set. Banggar - 1 2 7 2 12 

Bag. Set. BAKN - 1 2 5 2 10 

Bag. Set. Baleg - 1 2 4 2 9 

Bag. Set. BURT - 1 2 5 2 10 

Bag. Set. MKD - 1 3 6 1 11 

Bag. Set. Pansus - 1 2 6 2 11 

Total 1 6 13 36 16 72 

 
 

 
 
 
 
 

2%1% 4%

6%

18%

7%

21%

4%

7%

8%

22%

KOMPOSISI SDM BIRO PERSIDANGAN II
BERDASARKAN GOLONGAN

IV/d IV/c IV/b IV/a III/d III/c III/b III/a II/d II/c TSP
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Gambar 5. Komposisi Biro Persidangan II Berdasarkan Kelompok Jabatan 

 
 

Berdasarkan kelas jabatan (grade), SDM di lingkungan Biro Persidangan II 

terdiri dari 1 orang grade 15; 6 orang grade 13; 13 orang grade 10; 15 orang grade 

7; 13 orang grade 6; 10 orang grade 5; dan 16 orang Tenaga Sistem Pendukung 

(TSP) sebagaimana Gambar 6, dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel 5. Rincian Komposisi Biro Persidangan II Berdasarkan Grade 
 

Unit 
Grade 

Total 
15 13 10 7 6 5 TSP 

Biro Persidangan II 1 0 0 1 2 0 5 9 

Bagian Set. Badan Anggaran 0 1 2 3 1 3 2 12 

Bagian Set. Badan Akuntabilitas Keuangan Negara 0 1 2 3 1 1 2 10 

Bagian Set. Badan Legislasi 0 1 2 1 2 1 2 9 

Bagian Set. Badan Urusan Rumah Tangga 0 1 2 2 2 1 2 10 

Bagian Set. Mahkamah Kehormatan Dewan 0 1 3 2 3 1 1 11 

Bagian Set. Panitia Khusus 0 1 2 3 2 1 2 11 

Total 1 6 13 15 13 8 16 72 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2% 8%

18%

50%

22%

KOMPOSISI SDM BIRO PERSIDANGAN II
BERDASARKAN KELOMPOK JABATAN

Pejabat Tinggi Pratama Pejabat Administrator Pejabat Pengawas

Pejabat Pelaksana TSP
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Gambar 6. Komposisi Biro Persidangan II Berdasarkan Grade 

 

Jika dikaitkan dengan semakin besarnya tuntutan peningkatan kualitas dukungan 

persidangan dan rapat-rapat, kemampuan kerja yang bersifat adaptif dan kolaboratif 

di Badan Legislasi, Badan Anggaran, Badan Urusan Rumah Tangga, Badan 

Akuntabilitas Keuangan Negara, Mahkamah Kehormatan Dewan, atau Panitia 

Khusus, serta SDM yang dimiliki oleh Biro Persidangan II Setjen DPR RI, maka dari 

segi jumlah, kompetensi, dan tingkat pendidikan masih perlu ditingkatkan. 

 

Gambar 7. Jajaran Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas di 

Lingkungan Biro Persidangan II 

 

 

 

 

 

 

2% 8%
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18%
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22%

KOMPOSISI SDM BIRO PERSIDANGAN II
BERDASARKAN KELAS JABATAN/GRADE

15 13 10 7 6 5 TSP



 

11 
 

 

E. POTENSI DAN TANTANGAN 
 

1. Potensi 

Potensi yang dimiliki oleh Biro Persidangan II Setjen DPR RI, antara lain: 

a. Penerapan dan integrasi sistem informasi yang digunakan dalam pelaksanaan 

fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan DPR RI, sehingga 

dapat diakses oleh masyarakat. Misalnya sistem informasi dalam penyusunan 

undang- undang (Sileg) yang dapat diakses oleh masyarakat; 

b. Penerapan e-office dalam mendukung pelaksanaan pelayanan rapat dan 

administrasi kepada Anggota DPR RI; 

c. Penerapan sistem kerja adaptif dan kolaboratif dengan penguatan kerjasama 

dukungan keahlian Biro Persidangan II Setjen DPR RI bersama pejabat 

fungsional pada Badan Keahlian Setjen DPR RI; dan 

d. Mengoptimalkan hubungan dengan pihak luar/Mitra Kerja yang dapat dikatakan 

baik                                         melalui sistem informasi yang terintegrasi, sehingga dapat mempermudah 

dan   melancarkan komunikasi serta koordinasi terkait pelaksanaan tugas dan 

fungsi dewan. 

2. Tantangan 

Tantangan yang dihadapi oleh Biro Persidangan II Setjen DPR RI, antara lain: 

a. Dinamika politik DPR RI yang sangat tinggi, memiliki implikasi pada perubahan 

jadwal dan kegiatan rapat-rapat DPR RI. Hal ini perlu diantisipasi secara efektif 

oleh                  Biro Persidangan II Setjen DPR RI, agar tetap sejalan dengan perjanjian 

kinerja Biro               Persidangan II Setjen DPR RI yang telah ditetapkan sebelumnya; 

b. Jumlah dan kompetensi SDM perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya, 

agar sebanding dengan volume dan ritme kerja tugas dan fungsi konstitusional 

DPR RI. Untuk itu perlu dilakukan kembali pemetaan jumlah dan kompetensi 

SDM berdasarkan Analisa Jabatan (Anjab) dan Analisa Beban Kerja (ABK) 

yang telah dimutakhirkan oleh organisasi; 

c. Tuntutan untuk melaksanakan sistem kerja adaptif dan kolaboratif, perlu 

didukung dengan peningkatan kemampuan melaksanakan kinerja (kapasitas) 

dan   kecakapan/kapabilitas SDM yang perlu dioptimalkan; 

d. Integrasi layanan sistem informasi perlu didukung dengan ketersediaan sarana 

dan prasarana kerja yang sebanding dengan beban kerja yang harus 

dilaksanakan; 

e. Peningkatan kompetensi SDM perlu dioptimalkan dalam rangka 

mengoperasikan sarana dan prasarana pendukung kerja; dan 

f. Budaya kerja dalam memberikan pelayanan prima untuk mendukung tugas 

dan fungsi konstitusional DPR RI perlu dioptimalkan. 
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BAB II 

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 

 
Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran 

dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang dilaksanakan 

oleh instansi Pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja 

ditetapkan  rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada 

tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda 

penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi Biro Persidangan II 

untuk mencapainya dalam tahun tertentu. 

Perencanaan kinerja Biro Persidangan II pada tahun 2023 telah sesuai dengan Rencana 

Strategis (Renstra) Setjen DPR RI Tahun 2020-2024 maupun Renstra Deputi Persidangan 

Setjen  DPR RI Tahun 2020-2024, dengan memperhitungkan potensi, peluang, serta kendala 

yang mungkin timbul. 

 
A. RENCANA STRATEGIS 

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia (Setjen DPR RI) Tahun 2020-2024 telah ditetapkan melalui Peraturan 

Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 

tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia Tahun 2020-2024 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Sekretaris 

Jenderal  Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia Nomor 10                  Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2020-2024. 

Renstra Setjen DPR RI memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, kerangka 

regulasi, kerangka kelembagaan, serta target kinerja, dan kerangka pendanaan Setjen 

DPR RI untuk Tahun 2020 sampai dengan 2024. Visi Setjen DPR RI sebagaimana yang 

tercantum                               dalam Renstra 2020-2024 yaitu: 

 
“MENJADI SEKRETARIAT JENDERAL YANG PROFESIONAL DAN MODERN DALAM 

MENDUKUNG VISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA” 

 
Untuk mewujudkan visi tersebut, Setjen DPR RI menetapkan 3 (tiga) misi, antara lain: 

1. Memberikan dukungan dan pelayanan prima bagi pelaksanaan tugas dan fungsi 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; 

2. Melaksanakan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang profesional, baik, 

dan bersih di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia; dan 

3. Menyajikan data yang lengkap, akurat, dan andal sebagai bahan dalam                                     

pengambilan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 

Selanjutnya dalam Renstra Setjen DPR RI juga ditetapkan 3 (tiga) tujuan yang 

akan  dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, antara lain: 

1. Terwujudnya dukungan persidangan, administrasi, dan keahlian yang prima 

bagi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; 
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2. Terwujudnya tata kelola kelembagaan yang profesional, baik, dan bersih; dan 

3. Terwujudnya pusat data dan informasi legislasi yang lengkap. 

 
Sejalan dengan Renstra Setjen DPR RI tersebut, Deputi Bidang Persidangan 

menetapkan 3 (tiga) sasaran program antara lain: 

1. Terwujudnya keterbukaan informasi dan tata kelola pemerintahan di Setjen 

DPR RI  yang berkualitas; 

2. Terpenuhinya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Deputi Bidang 

Persidangan; dan 

3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Deputi Bidang Persidangan yang 

berkualitas. 

 
Adapun sasaran program Biro Persidangan II mengacu pada Renstra Setjen DPR 

RI dan Renstra Deputi Persidangan. Pada tahun 2023, Biro Persidangan II menetapkan 

sasaran program yaitu “Meningkatnya kualitas dukungan Persidangan Badan, 

Mahkamah, dan Panitia Khusus” yang dijabarkan dalam 3 (tiga) indikator kinerja yang 

dicantumkan dalam Perjanjian Kinerja Biro Persidangan II Tahun 2023 sebagaimana 

Gambar 8, antara lain: 

1. Persentase skenario, administrasi pengaduan, laporan singkat persidangan dan 

dukungan rapat Badan, Mahkamah, dan Panitia Khusus yang dimanfaatkan 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; 

2. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Biro Persidangan II; dan 

3. Persentase realisasi anggaran Biro Persidangan II. 

 
Berdasarkan uraian diatas, dapat digambarkan cascading indikator kinerja Setjen 

DPR RI, Deputi Bidang Persidangan, dan Biro Persidangan II sebagai berikut: 
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B. PERJANJIAN KINERJA 

Perjanjian Kinerja merupakan dasar pelaksanaan kinerja Biro Persidangan II, 

Perjanjian Kinerja disusun agar pelaksanaan kinerja dalam Biro Persidangan II dapat 

lebih terarah. Perjanjian Kinerja disusun dalam rangka mewujudkan manajemen 

pemerintahan  yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. 

Perjanjian kinerja pada Biro Persidangan II sudah ditetapkan secara berjenjang mulai 

dari Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, sampai kepada 

level Pelaksana. 

 

Gambar 9. Buku Perjanjian Kinerja (Perubahan Struktur Organisasi) Tahun 2023 

Sekretariat Jenderal DPR RI 

 
 

Gambar 10. Perjanjian Kinerja Biro Persidangan II Tahun 2023 
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Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014, Perjanjian 

Kinerja merupakan dokumen yang memuat penugasan dari pimpinan instansi yang lebih 

tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah, untuk melaksanakan sebagai wujud 

komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah atas kinerja terukur 

berdasarkan                              tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang ada. 

 

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 2 Tahun 2019 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Penyampaian Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Sekretariat 

Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, Perjanjian Kinerja untuk tingkat unit kerja Biro, 

Pusat, dan Inspektorat, khususnya pada Biro Persidangan II telah disusun dengan 

sasaran                        dan indikator yang berorientasi pada outcome. Hal ini sejalan dengan arahan 

dari Kemenpan RB yang mengemukakan bahwa kinerja dari unit Eselon II harus dapat 

memberikan impact bagi organisasi. Perjanjian Kinerja Biro Persidangan II Setjen DPR 

RI sebagaimana yang dapat dilihat pada Gambar 10 tercantum dalam Buku Perjanjian 

Kinerja (Perubahan Struktur Organisasi) Tahun 2023 Sekretariat Jenderal DPR RI 

(Gambar 9). 
 
 

C. ALOKASI ANGGARAN 

Alokasi awal Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) DPR RI Tahun 2023 

sebesar Rp3.195.525.000, pada Triwulan IV adanya penambahan Anggaran sebesar 

Rp500.000.000 atau menjadi Rp3.695.525.000. Hal ini disebabkan karena adanya 

kegiatan yang perlu dilaksanakan, tetapi anggaran yang tersedia tidak mencukupi untuk 

mengakomodir kegiatan tersebut. 
 

Tabel 7. Anggaran Biro Persidangan II Tahun 2023 

No Unit Kerja Pagu Setjen (Rp) Pagu Dewan (Rp) 

1 Biro Persidangan II (Satker Setjen) dan  
Sosialisasi UU (Satker Dewan) 

2.461.115.000 24.424.857.000 

2 Bagian Sekretariat Badan Legislasi 163.050.000 55.034.929.000 

3 Bagian Sekretariat Badan Anggaran 196.750.000 13.361.336.000 

4 Bagian Sekretariat Badan Urusan Rumah Tangga 279.599.000 36.778.762.000 

5 Bagian Sekretariat Mahkamah Kehormatan Dewan 134.860.000 14.254.936.000 

6 Bagian Sekretariat Panitia Khusus 282.716.000 3.229.753.000 

7 Bagian Sekretariat Badan Akuntabilitas Keuangan Negara 177.435.000 8.298.959.000 

Total 3.695.525.000 155.383.532.000 

Sumber : DIPA TA 2023
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 
 

Penyusunan laporan kinerja Biro Persidangan II Setjen DPR RI pada tahun 2023 

dilakukan dengan pengumpulan data kinerja yang melibatkan seluruh unit di lingkungan Biro 

Persidangan II Setjen DPR RI. Data kinerja yang dikumpulkan adalah rincian capaian kinerja 

berupa output dan outcome kegiatan serta realisasi anggaran dan informasi lainnya    terkait 

capaian kinerja pada tahun 2023. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh data kinerja 

yang akurat dan lengkap serta tepat waktu dan konsisten, sehingga berguna sebagai referensi 

pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja di lingkungan Biro Persidangan II 

Setjen DPR RI. 

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi capaian 

kinerja dengan target kinerja dan anggaran yang telah ditetapkan atau diperjanjikan dalam 

dokumen Perjanjian Kinerja, dengan tujuan melihat perkembangan dan ketepatan 

pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengukuran kinerja. 

Selain itu, pada tahun 2023 Biro Persidangan II telah melakukan beberapa inovasi untuk 

melaksanakan dan meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam rangka transformasi 

digital. Hal ini dilakukan agar jangkauan keterbukaan informasi di lingkungan Biro Persidangan 

II lebih luas dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat dimanapun dan kapanpun, 

karena parlemen modern akan terbentuk jika seluruh jajaran khususnya di lingkungan Biro 

Persidangan II tidak anti digitalisasi. 

 

Gambar 11. Monitoring dan Evaluasi Berkala terkait Pemanfaatan Teknologi Informasi 

di Lingkungan Biro Persidangan II 
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A. CAPAIAN KINERJA 

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Biro Persidangan II Tahun 2023, maka capaian 

pada masing-masing indikator kinerja Biro Persidangan II adalah sebagai berikut: 

 
Tabel 8. Capaian Kinerja Biro Persidangan II Tahun 2023 

 
Sasaran Indikator Target Realisasi Capaian 

Meningkatnya 
kualitas dukungan 
Persidangan 
Badan, Mahkamah 
dan Panitia Khusus 
Meningkatnya 
kualitas dukungan 
Persidangan 
Badan, Mahkamah 
dan Panitia Khusus 

Persentase skenario, administrasi 
pengaduan, laporan singkat persidangan dan 
dukungan rapat Badan, Mahkamah, dan 
Panitia Khusus yang dimanfaatkan DPR RI 

100% 100% 100% 

Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas 
Layanan Biro Persidangan II 3,33 3,77 113,21% 

Persentase realisasi anggaran Biro 
Persidangan II 95% 99,88% 105,14% 

 

Ketiga indikator tersebut mencerminkan tugas dan fungsi Biro Persidangan II serta 

unit di bawahnya sebagai upaya menjalankan wewenangnya sebagai pemberian 

pelayanan kepada badan, mahkamah, dan panitia khusus. 

Selanjutnya, dalam menjalankan fungsi koordinasi, Kepala Biro Persidangan II Setjen 

DPR RI mendistribusikan pelaksanaan indikator kinerja kepada seluruh bagian di 

lingkungan Biro Persidangan II. Pada tahun 2023 Biro Persidangan II Setjen DPR RI 

mampu menyelesaikan semua indikator kinerjanya dengan baik dan dicapai sesuai target. 

Berikut adalah uraian capaian kinerja tiap indikator kinerja: 

 
1. Indikator Kinerja 1: Persentase skenario, administrasi pengaduan, laporan 

singkat persidangan dan dukungan rapat  Badan, Mahkamah, dan Panitia Khusus 

yang dimanfaatkan DPR RI 
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Tabel 9. Indikator Kinerja 1: Persentase skenario, administrasi pengaduan, laporan singkat 

persidangan dan dukungan rapat Badan, Mahkamah, dan Panitia Khusus yang dimanfaatkan DPR RI 

 

No Tahun Target Realisasi Capaian 

1 2021 100% 100% 100% 

2 2022 100% 100% 100% 

3 2023 100% 100% 100% 

 
Rincian persentase skenario, administrasi pengaduan, laporan singkat persidangan 

dan dukungan rapat Badan, Mahkamah, dan Panitia Khusus yang dimanfaatkan DPR RI 

adalah sebagai berikut: 

 
Tabel 10. Rincian Persentase skenario, administrasi pengaduan, laporan singkat persidangan dan 

dukungan rapat Badan, Mahkamah, dan Panitia Khusus yang dimanfaatkan DPR RI per AKD 

 

Bagian 
2021 2022 2023 

Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian 

Biro Persidangan II 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Set. Baleg 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Set. Banggar 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Set. BURT 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Set. MKD 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Set. Pansus 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Set. BAKN 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Persentase skenario, administrasi pengaduan, laporan singkat persidangan dan 

dukungan rapat Badan, Mahkamah, dan Panitia Khusus yang dimanfaatkan DPR RI 

dimaksudkan untuk mengukur pemberian  layanan oleh Biro Persidangan II secara lengkap 

sesuai peraturan dan sesuai SOP yang berlaku. Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui 

bahwa Biro Persidangan II secara konsisten telah 100% memenuhi persentase skenario, 

administrasi pengaduan, laporan singkat persidangan, dan dukungan rapat. Hal ini 

dipengaruhi oleh adanya pengawasan dan evaluasi yang berkesinambungan dari seluruh 

stakeholder di lingkungan Biro Persidangan II. Konsistensi untuk menjaga keterbukaan 

informasi dan tata kelola yang baik di Persidangan II juga dilakukan, sehingga capaian 

persentase skenario, administrasi pengaduan, laporan singkat persidangan dan dukungan 

rapat Badan,  Mahkamah, dan Panitia Khusus yang dimanfaatkan DPR RI selalu 100%.  

Indikator ini merupakan akumulasi dari pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh 

Bagian-Bagian di jajaran Biro Persidangan II, pelaksanaan pemberian layanan selama  satu 

tahun yang dilakukan unit bagian sangat penting, karena pelayanan yang dilakukan salah 

satunya adalah penyediaan bahan-bahan rapat kepada Badan, Mahkamah, dan Panitia 

Khusus, oleh karena itu seluruh kegiatan pelayanan kedewanan yang dilakukan haruslah 

terlaksana, sehingga pencapaian output unit bagian dihasilkan secara sempurna. 

Dengan demikian pencapaian tersebut, maka indikator kinerja pertama Biro 

Persidangan II, yaitu persentase skenario, administrasi pengaduan, laporan singkat 

persidangan dan dukungan rapat Badan, Mahkamah, dan Panitia Khusus yang 

dimanfaatkan DPR RI dengan target sebesar 100% telah dapat tercapai 100%.  
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Tabel 11. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2021-2023 (Pagu Setjen) 

 

Bagian 
Indikator Kinerja Anggaran 

Target Realisasi Capaian Pagu (Rp) Realisasi (Rp) Capaian 

Tahun 2021 

Biro Persidangan II 100% 100% 100% 1.205.103.000 1.135.601.600 94,23% 

Set. Baleg 100% 100% 100% 269.459.000 216.252.500 80,25% 

Set. Banggar 100% 100% 100% 65.580.000 65.230.000 99,47% 

Set. BURT 100% 100% 100% 195.742.000 195.619.500 99,94% 

Set. MKD 100% 100% 100% 96.432.000 76.900.000 79,75% 

Set. Pansus 100% 100% 100% 151.494.000 147.582.500 97,42% 

Set. BAKN 100% 100% 100% 319.229.000 316.398.000 99,11% 

Tahun 2022 

Biro Persidangan II 100% 100% 100% 1.576.575.000 1.568.309.060 99,48% 

Set. Baleg 100% 100% 100% 287.975.000 271.002.000 94,11% 

Set. Banggar 100% 100% 100% 162.160.000 162.160.000 100% 

Set. BURT 100% 100% 100% 377.488.000 371.879.700 98,55% 

Set. MKD 100% 100% 100% 109.600.000 107.004.000 97,63% 

Set. Pansus 100% 100% 100% 231.446.000 229.834.000 99,30% 

Set. BAKN 100% 100% 100% 184.750.000 180.040.600 97,45% 

  Tahun 2023 

Biro Persidangan II 100% 100% 100% 2.461.115.000 2.457.246.294 99,84% 

Set. Baleg 100% 100% 100% 163.050.000 162.784.000 99,84% 

Set. Banggar 100% 100% 100% 196.750.000 196.749.965 100% 

Set. BURT 100% 100% 100% 279.599.000 279.591.800 100% 

Set. MKD 100% 100% 100% 134.860.000 134.860.000 100% 

Set. Pansus 100% 100% 100% 282.716.000 282.507.198 99,93% 

Set. BAKN 100% 100% 100% 177.435.000 177.435.000 100% 
 

2. Indikator Kinerja 2: Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Persidangan 

Biro Persidangan II secara berkala mengadakan survei terkait kepuasan pelayanan 

kepada Anggota DPR RI. Survei ini sebagai salah satu sarana monitoring dan evaluasi 

kinerja seluruh pegawai di lingkungan Biro Persidangan II. Terdapat 9 (sembilan) unsur 

penilaian dalam survei, antara lain persyaratan; sistem, mekanisme, dan prosedur; 

jangka waktu penyelesaian layanan; tidak ada biaya/tarif; produk spesifikasi jenis 

layanan; kompetensi SDM; perilaku SDM; layanan pengaduan, konsultasi, saran, dan 

masukan; serta sarana prasarana pendukung layanan. Berdasarkan hasil survei, 

diperoleh data untuk indeks kepuasan Anggota DPR RI terhadap layanan persidangan 

Biro Persidangan II Setjen DPR RI yaitu: 
 

Tabel 13. Indikator Kinerja 2: Survei Indeks Kepuasan Layanan Persidangan  Biro Persidangan II 

Setjen DPR RI 
 

No Tahun Target Realisasi Capaian 

1 2021 3,31 3,30 99,70% 

2 2022 3,31 3,32 100,30% 

3 2023 3,33 3,77 113,21% 

Sumber: Survei Kepuasan Anggota DPR RI Periode 2019-2024 terhadap Layanan Setjen DPR RI thn 2021- 2023  

Hasil survei menunjukkan indeks kepuasan Anggota DPR RI terhadap layanan 

Persidangan Biro Persidangan II Setjen DPR RI Tahun 2023 menunjukkan nilai indeks 

3,767 atau 94,184 yaitu kategori sangat baik, dan berhasil mencapai 113,21% dari 

target yaitu sebesar 3,33.  
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Gambar 13. Hasil Survei Indeks Kepuasan Layanan Persidangan Biro Persidangan II   
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3. Indikator Kinerja 3: Persentase realisasi anggaran Biro Persidangan II 
 

Tabel 14. Indikator Kinerja 3: Persentase realisasi anggaran Biro Persidangan II 

 
No Tahun Target Realisasi Capaian 

1 2021 92,50% 93,51% 101,09% 

2 2022 92.50% 98.64% 106,64% 

3 2023 95% 99,88% 105,15% 

 

Biro Persidangan II mengelola pagu anggaran sebesar Rp3.695.525.000,- 

anggaran tersebut dapat merealisasikan anggaran sebagai pembiayaan atas 

pelaksanaan kegiatan di lingkungan Biro Persidangan II sebesar Rp3.691.174.257,- atau 

99,88% dari pagu. 

Selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, Biro Persidangan II berhasil mendapatkan 

persentase capaian lebih dari 100%. Hal ini sejalan dengan intensitas kegiatan yang 

dilakukan di Biro Persidangan II dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Anggota 

DPR RI. Biro Persidangan II juga rutin mengadakan kegiatan dalam rangka 

meningkatkan standar teknis layanan informasi publik dan tata kelola birokrasi yang 

efektif dan efisien di Biro Persidangan II. 
 

Biro Persidangan II berhasil meraih beberapa prestasi/penghargaan pada tahun 2023, 

antara lain peraih IKPA terbaik II Satker Setjen pada semester I, Biro Pengguna KKP 

terproduktif Satker Dewan Semester I, Juara Umum Kedua Pekan Olahraga dalam rangka 

Ulang Tahun Korpri di lingkungan Setjen DPR RI, dan Biro yang berupaya meraih WBBM 

setelah mendapatkan predikat WBK Tahun 2021.  

Gambar 12. Prestasi yang Ditorehkan Biro Persidangan II 
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Keberhasilan Biro Persidangan II melampaui target yang ditetapkan untuk masing-

masing indikator tidak terlepas dari beberapa inovasi yang dilakukan, sejalan dengan era 

digitalisasi yang terus berkembang di masyarakat. Biro Persidangan II yang mengusung 

transformasi digital membuat Program MINUM SIANIDA (Mengulik Informasi Umum Seputar 

Persidangan Dua). Program ini dikemas dengan informasi yang jelas, mudah dipahami, serta 

dapat diakses oleh masyarakat umum pada You Tube. Program ini telah ditayangkan pada 

tahun 2023 dan mendapatkan antusiasme yang tinggi dengan seribu penonton dalam waktu 

3 hari. Di samping itu, pada tahun yang sama Biro Persidangan II membuat inovasi lainnya 

yaitu program MISS ROSIDA (Machine Information Systems Biro Persidangan II), BERLARI 

(Berita Legislasi DPR RI), dan BIKIN’S LAPER (Berbagi Informasi Terkini Sekitar Laporan 

Persidangan). Program-program tersebut akan ditayangkan pada tahun 2024. 
 

Gambar 13. Program Biro Persidangan II dalam rangka Transformasi Digital 
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B. REALISASI ANGGARAN 

Anggaran Satker Dewan Biro Persidangan II pada tahun 2023 sebesar 

Rp155.383.532.000 dengan realisasi sebesar Rp154.244.541.102 atau 99,27%. Adapun 

Anggaran Satker Setjen Biro Persidangan II pada tahun 2023 adalah sebesar 

Rp3.695.525.000  dengan realisasi sebesar Rp3.691.174.257 atau 99,88%. Dengan kata 

lain, Biro Persidangan II berhasil mencapai realisasi anggaran lebih baik dibandingkan 

dengan rata-rata belanja nasional Kementerian/Lembaga Tahun 2023 sebesar 88,94%. 

Adapun rincian realisasi Biro Persidangan II seperti pada tabel 15 dan tabel 16 di bawah 

ini: 

 
Tabel 15. Realisasi Anggaran Pagu Dewan Biro Persidangan II Tahun 2023 

 
Unit Pagu (Rp) Realisasi (Rp) Capaian 

Biro Persidangan II 24.424.857.000 24.301.599.881 99,50% 

Bag. Set. Badan Legislasi 55.034.929.000 54.669.607.375 99,34% 

Bag. Set. Badan Anggaran 13.361.336.000 13.361.024.510 100% 

Bag. Set. Badan Urusan Rumah Tangga 36.778.762.000 36.721.950.510 99,85% 

Bag. Set. Mahkamah Kehormatan Dewan 14.254.936.000 13.724.376.484 96,28% 

Bag. Set. Panitia Khusus 3.229.753.000 3.167.197.812 98,06% 

Bag. Set. Badan Akuntabilitas Keuangan Negara 8.298.959.000 8.298.784.530 100% 

Total 155.383.532.000 154.244.541.102 99,27% 

 
Tabel 16. Realisasi Anggaran Pagu Setjen Biro Persidangan II Tahun 2023 

 
Unit Pagu (Rp) Realisasi (Rp) Capaian 

Biro Persidangan II 2.461.115.000 2.457.246.294 99,84% 

Bag. Set. Badan Legislasi 163.050.000 162.784.000 99,84% 

Bag. Set. Badan Anggaran 196.750.000 196.749.965 100% 

Bag. Set. Badan Urusan Rumah Tangga 279.599.000 279.591.800 100% 

Bag. Set. Mahkamah Kehormatan Dewan 134.860.000 134.860.000 100% 

Bag. Set. Panitia Khusus 282.716.000 282.507.198 99,93% 

Bag. Set. Badan Akuntabilitas Keuangan Negara 177.435.000 177.435.000 100% 

Total 3.695.525.000 3.691.174.257 99,88% 

 

 

Seluruh unit kerja di Biro Persidangan II Setjen DPR RI sudah melampaui target 

sebagaimana yang tertera dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Adapun keberhasilan seluruh 

jajaran Biro Persidangan II didukung adanya penerapan etos kerja yang secara terus-menerus 

ditingkatkan di setiap lini bagian. Sejak tahun 2023, Biro Persidangan II telah menerapkan 9 

Etos Kerja Biro Persidangan II yang disingkat sebagai “BERSIDANG” sebagaimana yang 

tercantum pada Gambar 14. 
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Gambar 14 

9 Etos Kerja Biro Persidangan II “BERSIDANG” 
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BAB IV 
PENUTUP 

 
A. KESIMPULAN 

Pada tahun 2023, Biro Persidangan II telah berhasil melaksanakan seluruh target 

indikator kinerja dengan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien. Keberhasilan 

Biro Persidangan II untuk pelaksanaan realisasi anggaran Satker Dewan sebesar 99,27% 

dan realisasi anggaran Satker Setjen sebesar 99,88% merupakan hasil dari kerjasama 

yang baik dari seluruh jajaran Biro Persidangan II. Sasaran kinerja Biro Persidangan II 

pada tahun 2023 adalah peningkatan kualitas dukungan Persidangan Badan dan 

Mahkamah dan Panitia, dengan beberapa indikator yaitu persentase skenario, 

administrasi pengaduan, laporan singkat persidangan dan dukungan rapat Badan, 

Mahkamah, dan Panitia yang dimanfaatkan DPR RI yang capaiannya sebesar 100%; 

Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Persidangan pada tahun 2023 yaitu 

3,767 atau sebesar 113,21% dari target 3,33; dan persentase realisasi anggaran Biro 

Persidangan II yang capaiannya sebesar 99,27% pada Satker Dewan dan 99,88% pada 

Satker Setjen. 

Dari sisi output, pada tahun 2023 Biro Persidangan II telah berhasil menyusun 

Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan mengacu pada tujuan dan sasaran yang akan 

dicapai dan memperhatikan langkah-langkah strategis yang diperkirakan dapat membuat 

proses kerja lebih efisien dan efektif. Biro Persidangan II juga telah berhasil mengeluarkan 

berbagai kebijakan, guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi. Pencapaian output 

ini dijabarkan lebih rinci pada Laporan Kinerja Biro Persidangan II. 

 
B. SARAN 

1) Mempercepat integrasi sistem informasi yang digunakan dalam pelaksanaan fungsi 

legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan DPR RI, sehingga dapat diakses 

oleh masyarakat; 

2) Penerapan e-office dalam mendukung pelaksanaan pelayanan rapat dan  

administrasi kepada Anggota DPR RI; 

3) Membudayakan penerapan sistem kerja adaptif dan kolaboratif dengan penguatan 

kerjasama dukungan keahlian Biro Persidangan II Setjen DPR RI bersama pejabat 

fungsional pada Badan Keahlian Setjen DPR RI; 

4) Mengoptimalkan sistem informasi yang terintegrasi dengan mitra kerja, sehingga 

dapat mempermudah dan melancarkan komunikasi serta koordinasi terkait 

pelaksanaan tugas dan fungsi dewan; 

5) Mengefektifkan penyusunan jadwal dan kegiatan rapat-rapat DPR RI, agar dapat 

sejalan dengan dinamika politik di DPR RI yang sangat tinggi; 

6) Jumlah dan kompetensi SDM perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya, agar 

sebanding dengan volume dan ritme kerja tugas dan fungsi konstitusional DPR RI; 

7) Tuntutan untuk melaksanakan sistem kerja adaptif dan kolaboratif, perlu didukung 

dengan peningkatan kemampuan melaksanakan kinerja (kapasitas) dan 

kecakapan/kapabilitas SDM; 

8) Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang sebanding dengan 

beban kerja yang harus dilaksanakan; 

9) Peningkatan kompetensi SDM perlu dioptimalkan dalam rangka melaksanakan 

transformasi digital; 
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10) Optimalisasi budaya kerja dalam memberikan pelayanan prima untuk mendukung 

tugas dan fungsi konstitusional DPR RI; 

11) Mempercepat terwujudnya Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih Melayani 

(WBBM) di lingkungan Biro Persidangan II Setjen DPR RI; dan 

12) Meningkatkan monitoring dan evaluasi atas perjanjian kinerja Biro Persidangan II 

Setjen DPR RI yang telah ditetapkan, secara berjenjang dan periodik, per bulan atau 

per triwulan. 

13) Melanjutkan program MISS ROSIDA (Machine Information Systems Biro 

Persidangan II), BERLARI (Berita Legislasi DPR RI), dan BIKIN’S LAPER (Berbagi 

Informasi Terkini Sekitar Laporan Persidangan). 




